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v

KATA PENGANTAR

Saat ini sudah hampir 20 tahun sejak lahirnya era otonomi di 
Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal. Hadirnya buku 
berjudul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah ini sangat tepat. 
Saya menilai buku ini menarik, mengingat kemandirian fiskal daerah 
saat ini belum sepenuhnya terjadi. Baru sebagian kecil daerah saja 
yang telah mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya dan 
berkontribusi besar bagi pembentukan Pendapatan Asli Daerahnya 
(PAD). Sementara sebagian besar lainnya masih sangat bergantung 
dari transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan 
pembangunan daerahnya.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai 
dari bagaimana kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan 
dari potensi pendapatannya melalui pemungutan pajak dan retribusi 
daerah perlu dilakukan. Selain itu juga diperlukan pengawasan 
dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya 
diungkap juga bahwa saat ini secara rata-rata nasional pajak daerah 
sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah belum mampu 
memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan PAD. 
Rendahnya kesadaran masyarakat dan kompetensi aparatur di 
daerah dalam memungut pajak menjadi permasalahan yang sering 
kali ditemui. Alur selanjutnya dalam buku ini adalah bagaimana 
penerimaan daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi harus 
dikelola secara baik. Pengelolaan keuangan daerah harus ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pengawasan 
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terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan 
agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. 

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas berbagai 
permasalahan dalam penerimaan daerah, khususnya pajak dan 
retribusi, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Dengan adanya upaya dari pemerintah 
daerah untuk melakukan optimalisasi kebijakan dalam penerimaan 
daerahnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar 
dalam pembentukan PAD dan mampu membiayai pembangunan 
daerah sendiri.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada 
para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya 
tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman 
dan perumusan strategi dan kebijakan dalam hal penerimaan daerah. 
Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. 
Carunia Mulya Firdausy yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya 
dalam merancang tema, outline KTI, dan kegiatan editorial lainnya, 
sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi 
yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya kemandirian 
fiskal di seluruh daerah otonomi di Indonesia. Amin.

Jakarta, September 2017
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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1

PROLOG

Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, 
dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi 
daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada sesuai 
dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah 
tangganya sendiri. Kemandirian anggaran dapat diwujudkan dengan 
mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya melalui 
pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga diperlukan 
pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan 
untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan 
sumber-sumber penerimaan oleh aparatur daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah 
secara rata-rata nasional belum mampu memberikan kontribusinya 
yang besar bagi pembentukan pendapatan asli daerah. Berbagai 
permasalahan masih dialami pemerintah daerah, seperti masih 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur 
di daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 
perlu dilakukan secara bersamaan dalam rangka mengoptimalkan 
penerimaan daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak 
maupun retribusi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan harus 
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secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan 
sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja 
pemerintah daerah yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun 
eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut juga 
dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya DPRD, 
agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dalam rangka mengukur optimalisasi penerimaan daerah, maka 
perlu dilihat besar kecilnya kontribusi penerimaan daerah tersebut 
dalam pembentukan PAD. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam 
buku ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi 
pada periode tahun 2011-2015, di mana diperoleh hasil kontribusi 
pajak daerah terhadap PAD masih sangat kecil, yakni di bawah 50%. 
Untuk itu, pemerintah daerah, khususnya Kota Bukittinggi perlu 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah, baik melalui pajak 
maupun retribusi, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah 
agar kegiatan ekonomi daerah terus bertumbuh.

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang penerimaan 
daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan 
yang holistik dan integratif dalam menciptakan kebijakan penerimaan 
daerah yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap 
daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangannya sehingga 
mampu membiayai pembangunan daerah sendiri.

 Jakarta, September 2017
Editor 
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EPILOG

Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah 
mencakup dua dimensi utama yaitu: (a) faktor kelembagaan; dan (b) 
potensi ekonomi daerah. Mandala Harefa menjelaskan bahwa sejak 
awal pemerintahan Jokowi-JK sangat berkeinginan agar pemerintah 
Indonesia berupaya menarik investasi dari berbagai negara. Pada 
periode pemerintah 2015-2019 dalam perencanaan pembangunan 
bahwa kebutuhan investasi diperlukan guna mendukung pembiayaan 
infrastruktur. Hal ini dibutuhkan guna terciptanya dukungan terhadap 
perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai 
sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk 
menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal 
dan bukan padat tenaga kerja. Dengan memperbesar investasi padat 
pekerja, lapangan kerja baru akan semakin terbuka di mana hal ini 
menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. 
Untuk itu diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja 
dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan 
kerja yang berpendidikan yang rendah di beberapa daerah. Dalam 
mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, 
tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi 
Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun 
multilateral. Namun demikian perlu usaha luar baik pemerintah pusat 
dan daerah, mengingat daya saing dalam menarik investasi di antara 
negara-negara ASEAN semakin ketat. Pemerintah telah memutuskan 
beberapa perubahan yang mendasar dalam peraturan, terutama 
Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Peraturan Presiden dan lain-
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lain. Namun demikian sejak berlakunya otonomi daerah, melalui 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki 
era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah 
daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat 
diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif 
yang ditimbulkannya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri 
dalam upaya menarik investasi selain permasalahan-permasalahan 
klasik yang dihadapi selama ini.

Faktor kelembagaan menjadi sangat penting dalam mendukung 
terciptanya iklim investasi yang kondusif. Peran kepala daerah 
dalam mempengaruhi daya tarik investasi menjadi pembahasan 
yang dilakukan oleh Sony Hendra Permana. Sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi di daerah, kepala daerah dimungkinkan untuk 
membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik 
agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam 
kenyataannya, justru banyak daerah yang menetapkan berbagai 
aturan yang menghambat investasi. Hal ini tercermin dari 3.143 Perda 
atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi 
oleh pemerintah pusat di mana mayoritas aturan-aturan tersebut 
terkait investasi. Kepala daerah seharusnya mampu mempromosikan 
daerahnya, memiliki kemampuan manajemen organisasi yang baik, 
dan membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah dalam 
berinvestasi tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan.

Sebagai salah satu aspek kelembagaan, institusi perizinan 
dibentuk untuk memberikan layanan perizinan guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dewi 
Mangeswuri mencermati peran dari institusi perizinan adalah 
sangat penting, karena institusi ini membuat regulasi dan memiliki 
kewenangan penuh berkaitan perizinan. Permasalahan yang sering 
terjadi terkait dengan investasi adalah aturan yang berbelit dan 
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tumpang tindih sehingga menyulitkan bagi investor. Tujuan penulisan 
buku ini adalah untuk menjelaskan fungsi institusi perijinan ini dan 
bagaimana untuk lebih menyederhanakan aturan. Metode penulisan 
yang dilakukan adalah analisis deskriptif berdasarkan kajian literatur 
dan hasil diskusi. Yang dapat disimpulkan adalah dalam rangka 
meningkatkan kegiatan dan pelayanan investasi, pemerintah telah 
memiliki konsep pelayanan satu pintu atau yang lebih dikenal dengan 
nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mana semua jenis 
pengajuan perizinan dilakukan di satu area. Selain itu, pemerintah 
sebagai regulator juga berperan dalam memberikan pelayanan dan 
proses perizinan yang cepat dan tanggap. Adapun strategi untuk 
meningkatkan investasi yaitu dengan membuat regulasi untuk 
menyederhanakan sistem perizinan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor untuk 
menanamkan modalnya. Selain itu, institusi ini harus terus melakukan 
koordinasi lintas sektoral bahkan mungkin lebih ditingkatkan secara 
intensif, sehingga para investor merasa aman dan nyaman dalam 
menginvestasikan modalnya. 

Pada dimensi kedua dalam buku ini, Hilma Meilani mencoba 
mengungkapkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerah, khususnya di kota Bukittinggi. Pajak daerah 
merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. Salah satu upaya pemerintahan mengoptimalkan 
sumber keuangan daerah secara mandiri dituangkan dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pembaharuan Undang-Undang 
No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. 
Pemerintahan provinsi diberikan kewenangan terhadap 5 jenis pajak 
sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan 
terhadap 11 jenis pajak. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah 
pada umumnya adalah realisasi penerimaan pajak daerah masih 
belum efektif dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah, 

Epilog
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dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum signifikan untuk 
menyokong APBD secara keseluruhan. Analisis efektivitas pajak 
daerah Kota Bukittinggi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
Kota Bukittinggi merupakan suatu objek penelitian yang menarik 
karena kota Bukittinggi masih sangat bergantung dengan transfer dari 
pemerintah pusat padahal Bukittinggi memiliki potensi yang sangat 
besar sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, sehingga 
perlu untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah agar 
dapat meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan 
daerah terhadap pemerintah pusat.

Jakarta, 30 September 2016
Editor
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